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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Dusun Labuhan Terata 

Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabukapaten Sumbawa diantaranya yaitu: 

Dengan melaksanakan penerapan bagi hasil yang didasari pada perjanjian 

berbentuk tidak tertulis.Dimana prodesur ataupun proses antara lain, yang 

pertama, Pra kontraktual, adapun proses ataupun prosedurnya dengan mencari 

beberapa anggota untuk diajak berkerja sama dalam penangkapan ikan sebelum 

melakukan proses pencarian ditengah laut.  Kedua, Kontraktual, dimana dalam 

proses ini ketika semua anggota sudah ada, dan akan membuat perjanjian ataupun 

kesepakatan dalam bentuk secara lisan yng sudah dilakukan baik itu secara turun 

menurun sampai sekarang ini. Dan perjanjian bagi hasil akan dilakukan setelah 

mencapai waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Setelah terbentuk kata 

sepakat, maka proses penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan prosedur 

penangkapan Dan yang ketiga Pasca kontraktual, Proses ini dimana perjanjian 

bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakan beberapa hari yang telah 

ditentukan dalam bentuk perjanjian secara lisan, semua anggota kapal berkumpul 

di rumah pemilik kapal untuk membagi hasil tangkapan, sebelum membagi 

dikeluarkan terlebih dahulu modal atau ongkos kapal, setelah itu baru di bagi 

sama rata sesuai dengan kesepakatannya. 

2. Proses penyelesaian sengketa antara pemilik kapal dengan anggotanya di Dusun 

Labuhan Tereta Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten 

SumbawaPenyelesaian masih menggunakan cara adat setempat atau dengan cara 

kekeluargaan bahwa sengketa yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikanan, 
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dapat diselesaikan diantara para pihak dengan musyawarah. Adapun Sistem 

musyawarah yang terdiri dari: Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa jalur 

nonlitigasi melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator 

sebagai perantara ataupun penghubung. Negosiasi, merupakan cara penyelesaian 

sengketa jalur nonligasi, anatara dua orang yang berperkara atau lebih untuk 

dikopromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaikan perkara 

yang telah disepakati bersama. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dari tulisan ini antara lain: 

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan dengan mengadakan 

sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang setiap peraturan perikanan khusnya 

peraturan bagi hasil. Adanya penataan kembali peraturan bagi hasil agar sesuai 

dengan nilai sosial budaya masyarakat. 

2. Dalam penyelesaian sengketa seharusnya dibentuk sebuah perdes (peraturan 

desa) yang dapat menyelesaikan suatu nperkara nyang akan timbul dikemudian 

hari, dan sebagai wadah atau dan lembaga untuk menyelesaikan  atau memberi 

solusi maupun jalan keluar atas perkara tersebut. 
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